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TOUNA- Sidang Majelis
Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

memberi efek jera terhadap oknum
pegawai negeri sipil (PNS), yang
menyalah-gunakan keuangan daerah.
Dengan sidang tersebut kata Wakil Ketua
I Majelis TPTGR Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Tojo Unauna (Touna), Agus
Abd. Latif, keuangan negara bisa
diselamatkan. “Ada efek jera. Tapi yang
paling penting adalah penyelamatan
keuangan Negara,” ujar Agus kepada
Radar Sulteng di ruang kerjanya, Selasa
(26/7).

Majelis TPTGR Touna sudah
menggelar tiga kali sidang. Sidang

perdana digelar 25 Juni lalu. Menurut
rencana hari ini (Kamis, 28/7) Majelis
TPTGR yang diketuai Plt Sekkab Syaiful
Laborahima kembali akan menggelar
sidang. Sidang hari ini merupakan sidang
kali keempat.

"Materi sidang merupakan tindaklanjut
temuan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), Inspektorat dan temuan Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
sebagai gabungan dari berbagai instansi.
Sidang TPTGR khusus bagi abdi negara
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berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Tuntutan Perbendaharaan dan *

Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
dan Barang Daerah. “Yang
disidangkan adalah hasil temuan
tahun 2008 sampai tahun 2010.
Setiap hari Kamis diagendakan
sidang TPTGR, pekan kemarin
tidak sempat karena kesibukan
menghadapi festival bahari dan
pekan budaya,” tutumya.
Inspektur Inspektorat
Kabupaten Touna itu mengakui,
ada dampak baik diterapkannya
sidang TPTGR. Baru tiga kali
menggelar  sidang, tapi
pengembalian keuangan oleh
oknum PNS sudah dilakukan.
Pendekatan sidang ini sebut dia,
merupakan bagian dari upaya
+ damai. Yang terpenting, keuangan

negara dapat diselamatkan.
Namun begitu tutur dia, bukan
berarti bisa  seenaknya
mengembalikan atau tidak dalam
jangka waktu tertentu. Sebab,
pengembalian dan jaminan diatur
dalam pemberian sanksi.
Demikian halnya dengan nomi-
nal uang negara. Sedikit jumlah
atau banyak tetap diproses.
“Tidak”melihat jumlah, tapi
tindakan yang dilakukan. Yang
pasti temuan sudah berkurang,
pengembalian sudah ada di kas
daerah, karena tertuntut sudah
menyadari untuk sesegera
mungkin mengembalikan ke kas

 daerah,” kata Agus.

Jaminan kendaraan, tanah dan
bangunan juga bisa diberlakukan.
Tertuntut harus meneken Surat
Keterangan Tanggungjawab
Mutlak (SKTIM) pemberian
kuasa ke bendahara untuk
memotong gaji. “Paling lama
pengembalian itu 24 bulan. Sudah

ada yang menyerahkan sertifikat -
tanah maupun bangunan.
Alhamdulillah ada efek jerah,
kalau sidang setiap Kamis itu
digelar, berapa banyak uang
negara yang bisa diselamatkan,”
terangnya.

Bagi mereka yang tidak bisa
mengembalikan atau ingkar janji
sesuai putusan Majelis TPTGR,
bersiaplah menghadapi jeratan
hukum. Sebab, keputusan Majelis
TPTGR yang diingkari itu akan
dilimpahkan ke aparat hukum.

Dalam kesempatan itu ia
menyebutkan bahwa jumlah uang
Negara yang harus dikembalikan
oknum PN tertinggi sekitar Rp120
juta, terendah RpS00 ribu. Hal ini
dibenarkan Sekretaris Dinas
Pendapatan,  Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) Touna, Nawatsara
Panjili. “Iya, yang terbesar
jumlahnya sekitar Rp120 juta,”
singkat Nawatsara.(sut)



                    






